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PERATURAN DAERAH KABUPATEN KATINGAN

NOMOR: AITAHUI{ 2007

TENTANG

PEMBENTUKAN SUSUNAN ORGANISASI DAN TATA KERJA
DINAS PENGELOLAAN KEUANGAN DAN KEKAYAAN DAERAH

KABUPATEN KATINGAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KATINGAN

Menimbang: a. bahwa kebijakan Otonomi Daerah yang seluas-luasnya memberikan
kewenangan penuh kepada Daerah Kabupaten Katingan untuk

mengeloia urusan rumah tangga sendiri;

b. bahwa pelayanan disegala kehidupan masyarakat yang merupakan
urusan rumah tangga Daei'ah perlu dilaksanakan Secara efektil dan

eiisien melaiui Susunan organisasi dan tata kerya Dinas Pengelolaan
Keuangan dan Kekayaan Daerah Kabupaten Katingan;

c. bahwa untuk mewujudkan hal-hal tersebut pada huruf a dan b diaias
dipandang perlu mengatur pembentukan Susunan Organisasi dan Tata

Kerja Dinas Pengelolaan Keuangan dan Kekayaan Daerah Kabupaten
Katingan dengan Peraturan Daerah Kabupaten Katingan.

I\.lengingat. 1 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2AAZ tentang Pembentukan
Kabupaterr Katingan. Kabupaten Seruyan, Kabupaten Sukamara,
Kabupaten l*amandau, Kabupaien Gunung Mas, Kabupaien Pulang
Pisau, Kabupaten Murung Raya cjan Kabupaten Bariio Timur di

Plopinsi Kalimantan Tengah ( Lembaran Negara Republik lndonesia
Tahun 2002 Nomor 18 Tambahan Lembaran Negara Nomor a180 ) ;

Z_ Undang-Undang Nomor' 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara
( Lembaran Negara Repubiik lndonesta Tahun 2003, Tambahan
Lembaran Negara Nomor 4286;

3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2AA4 tentang Perbendaharaan
Negara ( Lemlraran Negara Repubtik lndonesia Tahun 2004,

Tambahan Lembaran Negara Nomor 4389 )
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'}



,r-\

4. Undang-Undang Nomor i0 Tahun 2004 tentang Pemhentukan
peratulan Perundang-Undangan { Lembaran Negara Republik

f,l"J,i.,,Tahun2004Nomor53TambahanLembaranNegaraNomer

S. Unclang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerinlahan Daerah

llembJran Negara Republik lndonesia Tahr.ln 2004 Nonnor 125.

Tambahan Lemharan Negara Nomor 4437),

6. Undang-Undang l.iomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan
Keuan$a* Aniara Pemerint=h Pusat dan Pemerintah Daerah

(Lembatan Negara Republik lndonesia Tahun 2004 Nomoi"126,
Tambahan Lembaran Negare Nomor 4438 ):

7. peraturan Fenrerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan
pemerintah dan Kewenangan Propinsi sebagai Daerah otonom
( Lembaran Negara Republik lndonesia Tahun 2000 Nomcr 54.

Tambahar: Lembarcn Negara Nomer 3952 );

B. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2003 tentang Pedoman
Organisasi PeranEkat Daerah (LNRI Tahun 2003 lrJomar 14)

S. Peraturan Pernerintah Repubiik lnrionesia Nomor 58 Tahun 2005
tentang Pengelolaan Keuangan Daerah ;

10. Peraturan Menteri Dalam Neged Narnor 13 Tahun 2006 teniang
Pedaman Pengelolaen Keuangan Daerah ;

11. Peraturan Daerah Kabupaten Katingan Nomor 3 Tahun 2003 tentang
Ke*..enangan Femerintah Kabupaten Katingan sebagai Daerah Otoncr-n

( Lembaran Daerah Kabupaten Katingan Tahun 2003 Nomor 3 )'

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERU'IAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN KATINGAN

dan

BUFATI KATINGAN

MEMUTUSKAN :

MenetaPKAN. PERATURAN DAERAH TENTANG PEMBENTUKAN SUSUNAN
ORGANISASI DAN TATA KERJA DINAS PENGELOLAAN
KEUANGAN DAN KEKAYAAN DAERAH KABUPATEN
KATINGAN

DINAS PENGELOLAAN KEU,ANGAN DAN KEKAYAAN DAERAH



BAB i

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraluran Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah Otonom, seianjutnya disebut daerah, adaiah kesatuan masyaraxat

hukum yang mempunyai batas-batas wilayah tertentu yang bei'wenang

mengatur can mengurus urusan pemerintahan qan kepentingan

masfarakat setempat menurut prakarsa sendiri berdasarkan aspirasi

masyarakat dalam sistem Negara Kesatuan Republik lndonesia;

2. Pemer"intah Daerah adalah Bupati dan perangkat Daerah sebagai unsur

peny,elenggara pemenntahan daerah;

3. Bupaii adaiah BuPati Katingan,

4. DPRD asalah Dewan Perwakiian Rakyat Daerah Kabupaien Katirrgan.

5. Sekretaris Daerah adalah sekreiaris Daer^ah Kabupaten Katingan;

6. Dinas Pengelclaan Kcuangan dan Kekayaan Daerah adalah Dinas

Pengeiolaan Keuangan dan Kekayaan Daerah Kabupaten Katingan,

7. Kepaia Dinas adalah Kepala Dinas Pengelolaan Keuangan dan Kekayaan

Daeiah KabuPaten Katingan;

8. Saiuan Organisasi adaiah Sekretariai, Sub. Dinas, Sub Bagian, Seksi dan

Unit Pelaksana Teknis Daerah pada Dinas Pengelolaan Keuangan dan

K.ekayaan Daerah Kahupaten Katingan;

9. Kepala $at*an Organisasi adaiah Kepala Satuan Organisasi pada Dinas
penge!olaan Keijangan dan Kekayaan Daerah Kabupaten Katingan;;

10. Unit Peiaksana Teknis adalah Unlt Pelaksana Teknis pada Dinas

Pei':gelolaan Keuangan dan Kekayaan Daerah

11. Kepaia Uriit adalah Kepaia Unit Pelaksana Teknis Dinas Pengelolaan
Keuangan Can KekaYaan Daerah

BAB II

KEDUDUKAN, TUGAS POKOK DAN FUNGSI

Bagian Pertama

KEDTJDUKATi

Pasal 2

Dinas Pengelolaan Keuangan dan Kekayaan Daerah berkedudukan sebagai

ugsur penunjang peme*'ltah daerah yang dipimpin oleh seorang kepala Dlnas
yang berada dibawah dan be*anggung jawab kepada Bupati mela!ui

Sekreta:'is Daerah.

Diti*S P=NGELCf,A.iN KEUAi'iGAN DAI; XEKAYAAN DAERAI-i
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Bagian Kedua

TUGAS POKOK

Pasal 3

Dinas Pengeloiaan Keuangan dan Kekayaan Daerah mempunyai tugas

membantu Bupati dalarn penyelenggaraail pemerintahan daerah di bidang

pengelolaan keuangan dan kekeyaan daerah.

Bagian Ketiga

FUNGSI
Pasal 4

Dinas Pengeloiaan Keuangan dan Kekayaan Daerah dalam

menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud dalam tugas pokok

mempunya!fungsi :

a. menyusun Rencana Pendapatan dan Beiania Daerah bekeqasama dengan
Badan perencanean Pembangunan Daerah dan instansi tet'ka[ di bawah

koordinasi Sekretaris Daerah.

b. perumusan kebijakan teknis di bidang pengelolaan keuangan dan

kekayaan daerah

C. pemberian pelayanan penunjang penyelenggaraan pemerintahan daerah

BAB iII

SUSUNAN ORGANISASI

Pasal 5

(1) Susunan Organisasi Dinas Pengelolaan Keuangan dan Kekayaan
Daerah terdiridari :

a. Kepaia Dinas,
b. Sekretanat terdiri dai'i :

1. Sub tsagian Umum dan KePegawaian
2. Sub Bagian Keuangan
3. Sub Bagian Perencanaan

c. Sub. Dinas Pendapatan terdiri dari :

1. Seksi Pemdapatan Asli Daerah dan Perimbangan
2. Seksi Pendataan dan PenetaPan
3. Seksi Penagihan dan PelaPcran

d. Sub. Dinas Perbendaharaan dan Kas Baerah
1. Seksi Per-bendaharaan Bidang Ekonsmi, Sosial dan Sudaya
2. Seksi Perbendaharaan Bidang Fisik dan Prasarana
3. Seksi Kas Daerah

DINAS PENGELOLAAN KEIJANGAN DAN KEKAYAAN DAERAH



e. Sub. Dinas Perangkaan
l Seksi Perangkian APtsD Bidang Ei<cnomi, Sosia! dan Buda.rta

2. Seksi Perangkaan APBD Biciang Fisik dan Prasarana

3. Seksi Penyiapan, Peiayanan, dan Pengendaiian Penyediaan Dana

f Sub. Dinas Kekayaan dan lnvestasiterdiri dari :

1. Seksi Pengadaan
2. Seksi Pengelolaan dan Pengendalian
3. Seksi lnvestasi

g Sub. Dinas Akuntansi terdiri dari :

1. Seksi Akuniansi Daerah
2 SeksiAkuntansi SKPD
3. Seksi Konsolidasi dan Pelaporan

h. Unit Pelaksana Teknis {UPT}

(2) Bagan slruklur organisasi Dinas Pengelolaan Keuangan_ dan Kekayaan

Dalrah sebagaimana tersebut dalam Lampiran Peraturan Daerah ini'

BAB IV

TATA KERJA

Pasal 6

(1) Dinas Pengelolaan Keuangan dan Kekayaan Daerah dalam

meiaksanakan tugas wajib menyelenggarakan koordinasi dengan instansi
yang secara fungsicnal mempunyai hubungan i<eria.

,r-1

(2) S*iiap kepala satuan organisasi dalam melaksanakan tugas

menerapkan prinsip koordinasi, integrasi, dan sinkronisasi
dilingkungan masing-masing maupun antar satuan organisasi.

wajib
baik

(1i

(2)

(1)

\t)

Pasal 7

Kepala Dinas cjalam melaksanakan tugas berdasarkan kebijakan yang

ditetapkan oleh BuPati.

Kepela Dinas menysmpaikan iaporan pelaksanaan tUEaS kepada Bupati

secara berkaia melalui Sekreiaris Daerah.

Pasai 8

Kepala satuan organisasi beriugas memimpin, mengkoordinasikan dan

memberikan bimbingan serta petuniuk bagi pelaksanaan tugas
bawahannya.

Kepala satuan organisasr wajib mengawasi pelaksanaari tugas
bawahannya dan apabila tei;adi penyimpangan mengambil langkah yang

diperlukan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang beriaku.

DINAS PENGELCLAAN KEUANGAN DAN KEKAYAAN DAERAH



Pasal 9

(1i Kepala satuan organisasi daiam melaksanakan tugas dibantu oieh kepaia

satuan olganisasi dibawahnya, dan wajib mengadakan rapat secara

berkala.

(2) Setiap bawahan dilingkungan Dinas Pengeloiaan Keuangan dan

Kekayaan Daerah dapat memberikan saran dan perlimbangan nrengenai

iangkah yang Perlu diPerbaiki.

Pasal 10

i1) Setiap kepala satuan organisasi wajib nrengikuti dan memenuhi petunjuk

serta berlanggungjai+ab kepada atasan masi*g-masing dan

menyamilaikan laporan berkala tepat pada waktunya.

(2) Setiap iaporan dari bawahan yang diterima oieh kepaia saiuan crganisasi
diolah den dipergunakan sebagai bahan iaporan kepada atasan seda
untuk mernberikan petunjuk kepada bawahan'

i3) Setiap iaporan yang disampaikan kepada atasan, untuk tembusan iaporan

disampaikan kepada satuan organisasi lain yang secara fungsional

mempunyai hubungan kerja.

BAB V
KETENTUAN LAIN.LAIN

Pasal 1'l

(1) Jenjang kepangkatan seria Susunan kepegawaian akan ditetapkan
kemuclian oieh Bupaii sesuai dengan keientusn Undang-Unciang dan

Peraturan yang berlaku.

(2) Uraian tugaS secara terinci ditetapkan dengan Peraturan Bupati dan atau

Keputusan BuPati.

BAB VI

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 12

Dengan berlakunya Peraturan Daerah ini, maka Peraturan Daerah Kabi:paten
Katingan Nomor 1'l Tahun 2003 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja

Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Katingan dinyatakan tidak berlaku lagi.

Pasal 13

Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Daerah ini sepanjang ffiengenai
pelaksanaannya akan diatur lebih lanjut dengan Peraturan dan atau Keputusan
Bupati.

\



Pasal 14

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada ianggai diundangkan

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan

Dlerah inl Cengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten

Katingan.

Ditetapkan di Kasongan
paoa ianggal .r) . April 2007

"tiffi"*o^*'
DUWEL RAWING

Diundangkan di Kasongan

pada langgat .l4f . APril 2C07

SEK.RETARIS DAERAH
PATEN KATINGAN,

GATIN RANGKAI

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN KATINGAN TAHUN 2OO7 NOMOR

\

DINAS PENGELOLAAN KEUANGAN DAN KEKAYAAN DAERAH
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PENJELASAN

ATAS

PERATURAN DAERAH KABUPATEN KATINGAN

NOMOR TAHUN 2006

TENTANG PEMBENTUKAN DINAS PENGELOLAAN KEUANGAN
DAN KEKAYAAN DAERAH KABUPATEN KATINGAN

UMUM

Terbitnya Undang - undang yang menjadi acuan Pengelola Keuangan Daerah seperti

Undang - undan! Nomor t? Tanun 2003 tentang i<-euangan Negara, Unciang - unoang

Nomor 1 Tahun 2004 tentanE Pei'bendahai'aan Negai'a, Undang - undang Nomor 15 Tahun

2004 tentang pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggungjawab Keuangan Negara. Undang -
undang Noilor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional,

Undan-g undang Nornor 33 Tahun 2004 tentang Perinrbangan Keuangan Antara

Femerintah Pusat eian Daerah.

Dalam rangka melaksanakan kewenangan Pemerintah Daerah seperti tercantum dalam

pasal 182 lan Pasal 194 Undang - undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah

baerah dan Fasal 69 'Jan Pasai 86 unciang - unciang Nomor 33 Tahun 2004 tentang
perimbangan Keuangan Antara Pemenntah Pusat dan Pemerintah Daerah. maka terbitlah
peraturan pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 yang mengatur Keuangan Daerah. Peraturan

iersebut merupakan Pei'atui'an pelat(sanaan yang komprehensii dan terpadu yanE

mengakomodir semua Undang * undang yang berkaitan dengan Pengeioiaan Keuangan cian

Kekayaan Daerah seperti tersebut diatas.

Dengan terDitnya PP 58 Tahun 2005, maka Orgarrisasi Pe*geioiaaii Keuangarr clarr

Kekiyaan Daerah adaiah berlevel Satuan Kerja, hal ini dapat dilihat dalam Pasal I angka il
pp S-B Tahun 2005 yaitu Pejabat Pengelola Keuangan Daerah {PPKD) adalah Kepala

Satuan Kerja Pengelola Keuangan Daerah yang mempunyai tugas melaksanakan
pengeioiaan APBD dan bertindak sebagai Bendahara Umum Daerah (BUD). Satuan Kerja
pengetola Keuangan Daerah tersebut tidak hanya mengelola Keuangan dari sisi Pendapatan
dan belanja saja, teiapijuga mengeioia seiu:'uh A.seyKeka;'= n la::r!:.

PASAL DEMI PASAL

Pasal 1 s.d Pasal24 Cukup Jelas

TAI",IBAHAN LEMtsARAN EAERAH KABUPATEN KATINGATJ TAHUN 2OO7

NOMOR :

DINAS PENGELOLAAN KEUANGAN DAN KEKAYAAN DAERAH

\



Pasal 14

Peraturan Daerah ini rnulai beriaku pada tanggal diundangkan

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan

Dlerah ini derrgan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten

Katingan.

Ditetapkan di Kasongan
padatanggal ..,... April 2007

etfilerr KATNGAN,Y\hM
BUUI'EL RA}TING

Diundangkan di Kasongan

pada tanggal . .,,. . APril 2007

-\
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PENJEI-ASAN

ATAS

PERATURAN DAERAH KABUPATE}I XATINGAN

NOMOR TAHUN 2OOS

TENTANG PElltBEi.lTUKAt'i DIIJAS PETiGELOLAAN KEUAI'jGAi-j DAti KEKAYA'A$'I

DAERAH KABUPATEN KATINGAN

UMUM

Terbitnya Unciang - undanE yang rnenjadi acuan Pengeiala Keuanga;: Daerah sepeni

Undang - unciang Nonnor 17 Tahlrn 2003 tentang Keuangan !'.iegara, Undang - unda*g

l.jomor 1 Tahun 23C4 t**tarig Fei'bendaharaan Negara, U*darig - undang Nomor i5 T=hun

2S04 te;':tang Pemeiiksae;: Pei'igelclaar-r dan Ta;':ggul':gja""vab Keuanga* Negara. Ur,-dang -
undang I'Jomor 25 Tahun 20c4 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasionai.

Undang undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antala

Perneiinlah PLrsat rlan D-aerah

Dalam r-angka melaksanakan kewenangan Pemerintah Daerah sepertl tercantum dalam
pasal 182 dan Pasal 194 Undang - undang Nsmor 32 Tahun 2C04 tentang Pemerintah

baerah dan Pasai 63 dan Pasai 86 Undang - i:nciang No*:or 33 Tahun 2004 tenta*g
perimbangan Keuangan Antara Pen-renntah Pusai dan Pemerintah Daerah, maka ierbitiair
pei-aturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 yang mengatur Keuangan Daerah. Peraturan

tersebut merupakan Peraturar': pelaksanaan yang k+*:prehensif dan terpadu yang

mengakcmodir semua .-,i-idang - i.inciang yang bcikaiian iiengan Pengeioiaan Keuangan cian

Kekayaan Daerah seperti iersebut diatas.

Dengan terbitnya PP 58 Tahun 2005. maka Organisasi Pengelolaan K-euangan dan

Kekayaan Daerah adalah berlevel Saiuan Kerja, hal ini dapat diiihat dalarn Pasai i angka il
pp 58 Tahun 2005 yaitu Pejabat Pengeioia Keuangan Daerah (PPKD) adaiah Kepala

Satuan Kerja Pengeiola Keuangan Daerah yang mempunyai tugas melaksanakan
Pengelalaan APBD dan berlinciak sebagai Bendahara Umum Daerah {BUD), Satuan Kerja

Pengelcla Ke*angan Daerah tersebut tidak hanya mengelola Keua*gan dari sisi Pendapatan
dan Seianja saja, teiapijuEa merigeioia seiuiuh Asei,'Kekayean Daeiah.

};A:\Al I lFn/?l HAIAI

Pasal 1 s.d Pasai ?4 Cukup Jelas

TAiviBAHAili LEMBARAN DAERAH KABUPATEN KATiNGAN ?'AiiUN 2007

NOMOR .

DiNAS PENGELOLAAN KEUANGAN DAN KEKAYAAN DAERAH
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